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<b>ABSTRAK</b><br>

Berdasarkan Pasal 57 Undang-undang Perkawinan,perkawinan campuran adal ah perkawinan antara dua
orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah
satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958
mengakibatkan kedudukan wanita dalam menentukan kewarganegaraannya dan kewarganegaraan anak
dibatasi. Anak mengikuti kewarganegaraan ayahnya dan perempuan sebagai isteri mengikuti
kewarganegaraan suami demi mencapai kesatuan hukum dalam keluarga. Indonesia tidak menghendaki
adanya dwi kewarganegaraan. Implementasi dari Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 berakibat adanya
perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958
kemudian dirubah karenatidak sesual lagi dengan perkembangan pada saat ini. Atas desakan dari para
keluarga dari perkawinan campuran maka pemerintah mengganti Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958
dengan Undang-undang K ewarganegaraan nomor 12 Tahun 2006. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun
2006 menyatakan anak-anak mempunyai dwi kewarganegaraan terbatas sampai mereka berusia 18 tahun
dan setelah usia 18 tahun mereka dapat memilih kewarganegaraannya. Undang-undang ini telah membawa
perubahan dibidang kewarganegaraan terhadap status anak akan tetapi ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan berkenaan dengan kedudukan perempuan dalam perkawinan campuran. Tradisi Patriarki yang
masih mempengaruhi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 yaitu Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan isteri
WNI mengikuti kewarganegaraan suami WNA apabila hukum dari negara suami menentukan demikian.
Begitu juga sebaliknyaisteri seharusnyatidak kehilangan kewarganegaraan WNInya karena menikahi WNA
dan status hukum isteri seharusnyatidak diikutkan dengan status hukum suami. Hak Asasi perempuan untuk
memperoleh status kewarganegaraan beserta segala hak yang melekat pada status tersebut.
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